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Abstract — The Covid-19 pandemic has changed work patterns that mostly rely on information
technology. This makes the span of control wider so that Governance, Digitalization, and Internal
Auditors to prevent fraud need to be evaluated. This research is quantitative research through
surveys with questionnaires and variance-based SEM approach with SmartPLS. The sampling
technique used is purposive sampling on the population in the Ministry of Industry as many as
1,054 offices spread throughout Indonesia with the formula Yamane / Isaac and Michael (290
samples). Before hypothesis testing, validity and reliability tests are carried out. This study found
that law enforcement against fraudulent behavior in government must be carried out objectively
free from the influence of power interests. Furthermore, the Ministry of Industry needs to review
the relationship between the implementation of good governance, digitalization and internal
auditors in fraud prevention. The novelty in this study is related to the influence of democracy,
legal culture, MPN and SPAN in fraud prevention and its impact on public accountability.
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Abstrak — Pandemi Covid-19 telah mengubah pola kerja yang sebagian besar mengandalkan
teknologi informasi. Hal ini membuat rentang kendali semakin luas sehingga Tata Kelola,
Digitalisasi, dan Auditor Internal untuk mencegah terjadinya kecurangan  perlu dievaluasi.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui survei dengan kuesioner dan pendekatan
SEM berbasis varians dengan SmartPLS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling pada populasi di Kementerian Perindustrian sebanyak 1.054 kantor yang
tersebar di seluruh Indonesia dengan rumus Yamane/lsaac dan Michael (290 sampel). Sebelum
dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kajian ini
menemukan bahwa penegakan hukum terhadap perilaku curang dalam pemerintahan harus
dilaksanakan secara objektif bebas dari pengaruh kepentingan kekuasaan. Lebih lanjut,
Kementerian Perindustrian perlu mengkaji ulang hubungan antara penerapan tata Kelola yang baik,
digitalisasi dan auditor internal dalam pencegahan kecurangan. Kebaruan dalam penelitian ini
terkait dengan pengaruh demokrasi, budaya hukum, MPN dan SPAN dalam pencegahan
kecurangan serta dampaknya terhadap akuntabilitas public.

Kata Kunci: Tata Kelola, Digitalisasi, Auditor Internal, Pencegahan Fraud, Akuntabilitas Publik
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PENDAHULUAN

Pandemi Covid — 19 telah mengubah pola kerja yang Sebagian besar mengandalkan
teknologi informasi. Hal ini membuat rentang kendali semakin luas sehingga Tata Kelola,
Digitalisasi dan Auditor Internal untuk mencegah terjadinya kecurangan perlu dievaluasi.
Kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan permasalahan yang masih
terjadi hingga saat ini. Reformasi pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya
membebaskan pengelolaan keuangan negara dari masalah penyelewengan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dapat diuraikan penanganan kasus penipuan dalam pengelolaan keuangan negara dari
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan jenis kasus sebagai berikut :

No | Kasus Penipuan Keuangan Negara dan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Pengelolaan
1 Pengadaan barang / jasa 15 16 18 19 31
2 | Lisensi 2 3 2 1 1
3 Penyuapan 80 94 169 120 | 57
4 Koleksi 2 1 5 2 1
5 Penyalahgunaan Anggaran 2 2 1 3 3
6 Kejahatan Pencucian Uang 4 9 7 6 4
7 Menghambat Proses Korupsi Komisi | 1 3 4 1 1
Pemberantasan
Jumlah Kasus 106 | 128 |206 |152 |98

Sumber : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022), diolah

Oleh karena itu, Tindakan pencegahan kecurangan penting bagi organisasi karena
kecurangan dapat merugikan organisasi baik dari segi sumber dayanya maupun citra
organisasi. Baesens (Baesens, 2015, p.10) menyatakan bahwa pencegahan penipuan
mengacu pada Tindakan yang dapat diambil untuk menghindari atau mengurangi penipuan.

Selain masalah penyelewengan, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan
keuangan negara, seperti diungkapkan Ketua BPK Isma Yatun bahwa BPK menemukan
4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa di persidangan
(finance.detik.com). Sesuai dengan kajian tematik yang dilakukan BPK RI terhadap
kebijakan PC-PEN terhadap 241 obyek, ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum
mewujudkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan manajemen dan tanggung
jawab keuangan (dpr.go.id, 22 juni 2021)

Dalam Manajemen Publik Baru (NPM), transparansi adalah fitur kunci dari NPM.
Pollit dan Bouchaert (Pollit dan Bouchaert, 2011, p, 2), menjelaskan bahwa Reformasi
Manajemen Publik adalah perubahan struktur dan proses organisasi sektor public dengan
tujuan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, Reformasi
Birokrasi secara massif yang dilaksanakan melalui Tiga Pilar Utama, yaitu Pilar
Organisasi, Pilar Proses Bisnis dan Pilar Sumber Daya Manusia.

E-government mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang memanfaatkan teknologi
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informasi. Khan (Khan, 2018a, p.2) mendefinisikan digitalisasi system dalam keuangan
public sebagai bagian penting dari administrasi public dan pemerintah bertanggung jawab
untuk mengembangkan mekanisme e-governance yang efektif. Digitalisasi menurut Lund,
White dan Lamb akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi/Perusahaan
untuk meminimalisir kecurangan (Gupta et al., 2017b, him. 3-4). Sandoval-Alamzan et al.,
2017, him.3) memperkenalkan kerangka kerja strategis digitalisasi bagi pemerintah
berdasarkan strategi tata Kelola digital untuk menciptakan nilai public.

Pada dasarnya auditor internal dituntut untuk tetap independent dalam menjalankan
perannya. Menurut Arens (Arens, 2017, him 827) dan Louwers, et. Al (Louwers et al.,
2018, p.24), auditor internal sebagai kegiatan konsultasi dan assurance yang dilakukan
secara independent dan objektif untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi.
Seperti yang dijelaskan oleh Anderson (Anderson et al., 2017, p.2.5) bahwa International
Professional Practices Framework (IPPF) mencakup pedoman wajib dan pedoman yang
direkomendasikan. Apa yang cukup hal penting dalam IPPF selain prinsip dasar dan
standar yang menjadi pedoman wajib adalah Kode Etik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan perspektif lain dalam
mencegah, mendeteksi dan menangani kecurangan. Hal ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya dimana kerangka konseptual untuk mendeteksi kecurangan yaitu audit forensic
dan audit investigasi (Mamahit dan Urumsah, 2018). Audit adalah Tindakan untuk
menentukan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Pada
dasarnya, penelitian ini lebih menekankan pada Upaya pencegahan dan mitigasi yang
mungkin dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dengan menerapkan tata
Kelola yang baik, digitalisasi dan auditor internal.

Penelitian ini mengkaji kembali hubungan antara penerapan tata Kelola yang baik,
digitalisasi dan auditor internal dalam pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Martins
dan Junior (Martins et al., 2020), Tseng dan Wu (Tseng & Wu, 2016), Sadaf et al (Sadaf et
al., 2018), yang menyimpulkan bahwa tata Kelola yang baik berpengaruh terhadap
pencegahan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan bertitik tolak pada uraian diatas maka
peneliti mengambil judul penelitian tentang Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan,
Digitalisasi, Internal Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Dimediasi Publik Akuntabilitas
(Survey Di Kementerian Perindustrian).

METODE PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif menurut Ferdinand (Ferdinand, 2014), angka indeks
digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang derajat persepsi responden terhadap
variable yang akan diteliti. Skala likert yang digunakan adalah indeks angka 1 untuk
jawaban sangat tidak setuju dengan skor tertinggi 5 yang digunakan untuk mencerminkan
jawaban yang sangat setuju dengan rumus indeksasi sebagai berikut :

Nilai Indeks = [(%F1 x S1) + (%F2 x S2) + (%F3 x S3) + (%F4 x S4) + (%F5xS5)]/5

Perhitungan nilai indeks jawaban akan menghasilkan suatu nilai.

a. Skor minimal diperoleh jika 100% responden menjawab skor 1 : 100% = 100%,
sehingga nilai indeks minimum diperoleh 100% dibagi 5 = 20%.

b. Skor maksimal diperoleh jika 100% responden menjawab skor 5 : 5 x 100% =
500%, jadi nilai indeks maksimum diperoleh sebesar 500% dibagi 5 = 100%
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Penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan
software Partial Least Square (PLS) yang disebut software SmartPLS. Pertimbangan
penulis menggunakan SmartPLS adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ditujukan untuk menemukan kausalitas antar variable.

b. Kompleksitas tinggi dalam menentukan model dengan dukungan teoritis yang
lemah (penelitian analisis kausal — prediktif).

c. Tidak ada persyaratan normalitas dan sampel tidaka harus besar

Analaisis dengan PLS — SEM terdiri dari dua sub model, yaitu pengukuran dan model
structural dengan menilai outer model atau model pengukuran di bawahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menilai kecenderungan jawaban responden
terhadap setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut.

Variabel pencegahan fraud diukur dengan empat dimensi yaitu budaya kejujuran, etika
yang tinggi, tanggung jawab manajemen dan pengawasan Komite Audit dengan indeks
persentase 95,79 (interpretasi tinggi). Artinya pimpinan dan anggota organisasi menerapkan
budaya kejujuran dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawasan
Komite Audit telah meningkatkan level organisasi dalam menerapkan tata kelola, risiko, dan
pengendalian serta menindak pelanggaran yang terjadi.

Variabel akuntabilitas publik diukur melalui tiga dimensi dengan persentase dex 96,18
(interpretasi tinggi). Artinya akuntabilitas publik organisasi memiliki kualitas yang baik,
perumusan kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan pencegahan kecurangan mampu
meningkatkan akuntabilitas publik.

Pengujian Hipotesis

Pada SmartPLS pengujian hipotesis dilakukan melalui Bootstrapping untuk
mendapatkan nilai tstatistik yang kemudian dibandingkan dengan t tabel. Kriteria pengujian
hipotesis dalam penelitian ini adalah taraf signifikansi (y) 5% dan kriteria sebagai berikut: 1)
Jika t hitung > t tabel (1,96) maka hipotesis diterima; dan 2) Jika t hitung < t tabel (1,96)
maka hipotesis ditolak.

Sesuai dengan gambar jalur di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hubungan
antara konstruk (variabel) dengan dimensi dimana semua dimensi pada variabel penelitian
signifikan dalam membentuk konstruk (nilai thitung lebih besar dari t tabel (1,96). Sedangkan
hubungan antara variabel eksogen dan endogen seperti disajikan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 1 Hasil Diagram Jalur dan Pengujian

Hipotesis P
Tata Pemerintahan yang Baik -> 0,389 5.828 0.000 Penting
Pencegahan Penipuan Pengaruh
Digitalisasi Sistem -> Penipuan 0,135 3.815 0.000 Penting
Pencegahan Pengaruh
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Peran Auditor Internal -> 0,450 7.151 0.000 Penting
Pencegahan Penipuan Pengaruh
Pencegahan Penipuan -> Publik 0,866 50.663  [0.000 Penting
Akuntabilitas Pengaruh
Sumber : Keluaran SmartPLS

(2022)

Sesuai dengan Tabel 1: nilai statistik variabel tata kelola sebesar 5,828 atau lebih besar
dari t tabel 1,96 (5,828 > 1,96) dengan tingkat signifikansi 5% dan P Values sebesar 0,000
(0,000 < 0,05).

Hasil uji statistik membuktikan bahwa good government governance memiliki arah
yang signifikan dan positif terhadap pencegahan dan penanganan fraud. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pencegahan
kecurangan akan semakin baik.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel digitalisasi sistem adalah 3,815 atau
lebih besar dari t-tabel 1,96 (3,815 > 1,96) dengan tingkat signifikansi 5% dan Nilai P sebesar
0,000 (0,000 < 0,05). Hasil uji statistik membuktikan bahwa digitalisasi sistem memiliki arah
yang signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, digitalisasi sistem
yang telah diterapkan Kementerian Keuangan melalui MPN dan SPAN dapat mencegah
terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik digitalisasi sistem, semakin
baik pencegahan penipuan.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel peran auditor internal sebesar 7,151
atau lebih besar dari t-tabel 1,96 (7.151.963 > 1,96) dengan tingkat signifikansi 5% dan P
Values sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
signifikan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

Nilai koefisien parameter sebesar 0,450 dan arahnya positif yang berarti semakin baik
peran auditor internal maka pencegahan kecurangan termasuk penanganan kecurangan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan etika profesi, begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel pencegahan kecurangan sebesar 50,663
atau lebih besar dari t-tabel 1,96 (50,663 < 1,96) dengan tingkat signifikansi 5% dan Nilai P
sebesar 0,000 (0,000 > 0,05). Hasil uji statistik membuktikan bahwa pencegahan kecurangan
memiliki dampak signifikan dan arah positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian,
semakin baik pencegahan kecurangan, semakin baik dampaknya terhadap akuntabilitas
publik. Program pencegahan fraud dapat digunakan sebagai early warning system terhadap
indikasi terjadinya fraud sehingga manajemen dan auditor internal akan mengambil langkah-
langkah penting untuk meminimalisir terjadinya fraud lebih lanjut, seperti rekomendasi
perbaikan proses bisnis dan memperketat pengawasan agar tidak ada ruang untuk fraud.
perilaku. Dengan demikian, akuntabilitas publik akan lebih berkualitas.

Diskusi
Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji statistik membuktikan bahwa good government governance berpengaruh
signifikan dan positif terhadap pencegahan dan penanganan fraud. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, semakin baik
pencegahan kecurangan.
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Hasil penelitian ini juga mirip dengan teori keagenan seperti yang ditunjukkan oleh
Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana pelaksanaannya dilakukan
berdasarkan kesepakatan Principal (rakyat) dan Agen (pemerintah) secara efektif dan efisien.
untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan keagenan yang mendorong komitmen organisasi untuk menerapkan tata
kelola yang baik.Komitmen pimpinan dan anggota organisasi terkait kesadaran untuk
menerapkan tata kelola yang baik membuat organisasi melakukan perbaikan tata kelola yang
transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan terbuka informasi. Artinya, Agency
Theory mendorong organisasi untuk membangun tata kelola dalam pemerintahan seperti
sistem informasi keuangan negara, mitigasi ketidakpastian dan risiko di masa depan, dan tata
kelola penyampaian berbasis kinerja.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang
bersumber dari KNKG bahwa penerapan GCG di pemerintahan berdasarkan prinsip
demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan budaya hukum dapat
meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan.

Selanjutnya, pengujian tersebut juga terkait dengan dimensi transparansi dan
akuntabilitas yang mencerminkan organisasi dalam memberikan kinerja dan informasi
keuangan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, tata kelola yang baik juga mengukur
keadilan dan bagaimana kondisi organisasi yang memperlakukan pemangku kepentingan
secara adil.

Pengaruh Digitalisasi Sistem Terhadap Pencegahan

Fraud Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa digitalisasi sistem berpengaruh
signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Artinya, digitalisasi sistem yang telah
diterapkan Kementerian Perindustrian melalui MPN dan SPAN dapat mencegah penipuan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik digitalisasi sistem, semakin baik pula pencegahan
penipuan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen
dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana hubungan keagenan mendorong
organisasi untuk membangun dan menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien melalui
digitalisasi sistem.

Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji statistik membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan
dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya dengan peran auditor internal yang
memadai, pencegahan kecurangan dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian dapat
diartikan bahwa semakin baik peran auditor internal maka semakin baik pula pencegahan
terjadinya kecurangan, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen
dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana hubungan keagenan mendorong
organisasi untuk membangun dan menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien melalui
mitigasi ketidakpastian dan risiko masa depan serta tata kelola. insentif. berdasarkan kinerja
yang perlu dipantau secara intensif.

Dampak Pencegahan Fraud terhadap Akuntabilitas Publik Hasil Uji

statistik membuktikan bahwa pencegahan fraud memiliki dampak yang signifikan dan
positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, semakin baik pencegahan
kecurangan, semakin besar dampaknya terhadap akuntabilitas publik.
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Program pencegahan fraud dapat digunakan sebagai early warning system terhadap
indikasi terjadinya fraud sehingga manajemen dan auditor internal akan mengambil langkah-
langkah penting untuk meminimalisir terjadinya fraud lebih lanjut, seperti
merekomendasikan perbaikan proses bisnis dan memperketat pengawasan agar tidak ada
ruang lagi. untuk perilaku penipuan. Dengan demikian, akuntabilitas publik akan lebih
berkualitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good government governance
berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Komitmen organisasi
dan kepemimpinan memiliki peranan penting dalam implementasi tata kelola pemerintahan
yang baik karena dengan komitmen tersebut organisasi akan melakukan perbaikan terhadap
proses bisnis yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan menuju tata kelola yang baik.

Digitalisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud.
Digitalisasi dapat memangkas birokrasi dalam proses pengelolaan keuangan negara
sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dan kolusi dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban kepada negara. Hal ini
dikarenakan penerapan otorisasi yang ketat pada digitalisasi sistem dapat dilakukan agar
indikasi kecurangan akibat pelanggaran kewenangan dapat dideteksi secara dini.

Peran auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap
pencegahan kecurangan.

Integritas, kerahasiaan, objektivitas, kompetensi, dan otoritas yang memadai dari
auditor internal telah berkontribusi dalam pencegahan kecurangan. Hal ini karena
pelaksanaan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan tidak hanya bergantung
pada sumber daya manusia auditor internal dan kode etik profesi, tetapi juga memerlukan
landasan yang memberikan kewenangan kepada auditor internal dalam melaksanakan tugas
pengawasan di unit-unit pemerintahan.

Pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas
publik. Hal ini karena jika indikasi kecurangan terdeteksi, manajemen dan auditor internal
akan mengambil langkah-langkah penting meminimalkan penipuan lebih lanjut dan
menangani penipuan dengan benar. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan akan lebih
berkualitas.
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